PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN PIUTANG DAERAH DARI BUPATI
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA

Menimbang

Mengingat

UNIT KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melakukan
pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah agar
dalam proses pengelolaan keuangan berjalan efektif, efesien, Bupati
dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaannya kepada
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang
Pendapatan Daerah dan Piutang Daerah dari Bupati kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2000 Nomor 5 Seri B.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2000 Nomor 7 Seri B.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2000 Nomor 8 Seri B.5);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 9 Seri B.6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2000 tentang
Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2000 Nomor 10 Seri B.7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2000 Nomor 11 Seri B.8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana
Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun
2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit
Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 25 Seri B.13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 27 Seri B.15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2000 Nomor 67 Seri D.44);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2002 Nomor 13 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2002 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 6
Seri C);



Menetapkan

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pelayanan Izin Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2002 Nomor 15 Seri B);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 50 Seri B);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 51 Seri B);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pelayanan Pemeriksaaan Kesehatan Hewan Bahan Asal Hewan dan
Penyediaan Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2003 Nomor 52 Seri B);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 53 Seri B);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 54 Seri B);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang
Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2005 Nomor 5 Seri C);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2005 Nomor 8 Seri C);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN PIUTANG DAERAH DARI
BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN KEPALA UNIT KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

2

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4.  Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Sumedang selaku pengguna anggaran.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

= o

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih.

11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau
hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan
keuangan daerah kepada Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kewenangan melakukan pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan piutang daerah.

Pasal 3

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 meliputi:
a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:

a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi
swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang
tidak mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat
bencana alam;

c. dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten,;
d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

Pasal 4

Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 meliputi:

a. piutang pajak daerah;

b. piutang retribusi daerah; dan

c. penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Nama SKPD/Unit Kerja pada SKPD, rincian jenis pendapatan daerah dan piutang daerah
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD melaksanakan pemungutan pendapatan daerah dan
pengelolaan piutang daerah, berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD selain melaksanakan kewenangan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

Pasal 7
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala
SKPD/unit kerja pada SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pendapatan daerah,;

b. melaksanakan pemungutan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



mengelola piutang daerah;
d. melaksanakan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah;

e. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan
surat bukti pemungutan pendapatan daerah lainnya;

f. menandatangani surat bukti penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah; dan
g. melaksanakan koordinasi pemungutan penerimaan daerah dan pengelolaan piutang daerah

dengan SKPD lainnya.

(2) Ketentuan mengenai sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah dan pengelolaan
piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

(3) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f,
kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(4) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri
dalam Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal &

(1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas SKPD dan unit kerja pada SKPD,
dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau Dinas Pendapatan yang
ditunjuk untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada SKPD.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan saran
dan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENARIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 9

Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menarik pelimpahan kewenangannya kepada Kepala
SKPD, sebagian dan atau seluruhnya apabila:

a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah
mengubah kebijakan; dan

b. atas usulan dari Kepala SKPD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Kepala SKPD/unit kerja pada SKPD bertanggungjawab atas penyelenggaraan kewenangan
yang dilimpahkan Bupati.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja pada SKPD disampaikan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Lembaga Teknis Daerah
yang ditunjuk.



(3) Format dan standar laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari
Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 34 Seri E) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd
DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd
ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 36



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 36 TAHUN 2009

Tanggal : 2 PEBRUARI 2009

Tentang : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PENDAPATAN DAERAH DAN
PIUTANG DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA UNIT KERJA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

NAMA SKPD/UNIT KERJA PADA SKPD DAN RINCIAN JENIS PENDAPATAN DAERAH DAN PIUTANG DAERAH

NO NAMA SKPD/ KEWENANGAN
’ UNIT KERJA PADA SKPD JENIS PENDAPATAN DAERAH JENIS PIUTANG DAERAH
1 2 3 4
1. | Akademi Keperawatan Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
lainnya
2. | Dinas Kesehatan 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas pada | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD
Dinas Kesehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan
2. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan | 2. Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan
Swasta Kesehatan Swasta
3. | Rumah Sakit Umum Daerah 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Unit Swadana | Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSU Unit
Daerah Swadana Daerah
2. Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas
3. Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
lainnya
4. Penerimaan Komisi
5. Pendapatan Denda Retribusi
4. | Dinas Pekerjaan Umum Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

PON =

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan
Pendapatan Denda Retribusi

Kebakaran
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah




3

4

Dinas Perhubungan, | 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Komunikasi dan Informatika 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal 3. Retribusi Terminal
4. Retribusi Pelayanan Izin Perfilman 4. Retribusi Pelayanan Izin Perfilman
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Radio Siaran Radio Siaran Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
8. Pendapatan Denda Retribusi
Badan Lingkungan Hidup 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Rertribusi Penyedotan Kakus

3. Pendapatan Denda Retribusi

2. Retribusi Penyedotan Kakus

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pendapatan Denda Retribusi

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

. Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah lainnya

Administrasi
pada

Bagian
Pembangunan
Sekretariat Daerah

lainnya
2. Pendapatan dari Sumbangan Pihak Ketiga
Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa

Retribusi  Pelayanan Dokumen

Pengadaan Barang/Jasa

Penggandaan
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10. | Bagian Keuangan pada | 1. Penerimaan Jasa Giro Seluruh Piutang Daerah selain piutang daerah yang
Sekretariat Daerah 2. Pendapatan Bunga Deposito dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya
3. Pendapatan dari lain—lain Pendapatan Asli Daerah yang | yang ditunjuk.
sah lainnya
4. Pendapatan dari Pengembalian
5. Pendapatan Hibah
6. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
7. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
11. | Dinas Pendapatan 1. Pajak Hotel 1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran 2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan 3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame 4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan 5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian | 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Golongan C Galian Golongan C
7. Pajak Parkir 7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah 8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan | 9. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
Milik Daerah/BUMD 10. Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah
10. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik dan Bangunan
Negara/BUMN | 11. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
11. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Swasta . _ _ Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
12. Pendapatan dar! ngbangan Pihak Ketiga 12. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
13. Pendapatan darlllegh Bgdolan . 13. Bagi Hasil dari B Balik N Kend
14. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang - Dagl Hasil dan bea ball ama Rendaraan
Sah lainnya. Bermotor
15. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 14. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor
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16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi
(Royalty)

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Pasal 21

Bagi hasil dari pajak cukai tembakau

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah

Pendapatan Denda Pajak

Bagi Hasil Pajak lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku

15. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah

16. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
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12.

Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, dan Holtikultura

. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Denda Retribusi

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah lainnya
13. | Dinas Peternakan dan | 1. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 1. Retribusi Rumah Potong Hewan
Perikanan 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan | 3. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
Asal Hewan dan Pasar Hewan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Pasar Hewan
4. Pendapatan Denda Retribusi
14. | Dinas Kehutanan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Pengolahan Kayu Milik 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Pengolahan
Perkebunan 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kayu Milik
3. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4. Pendapatan Denda Retribusi
15. | Dinas Kebudayaan, | 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pariwisata, =~ Pemuda  dan |2 Retribusi Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha | 2. Retribusi Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha
Olahraga Kepariwisataan Kepariwisataan
3. Pendapatan Denda Retribusi
16. | Dinas Perindustrian dan Retribusi Pasar 1. Retribusi Pasar
Perdagangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

o nh =

Retribusi Pelayanan Persampahan
Pendapatan Denda Retribusi
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17. | Badan Penanaman Modal dan | 1. Retribusi izin trayek 1. Retribusi izin trayek
Pelayanan Perizinan 2. Retribusiizin Gangguan 2. Retribusi izin Gangguan
3. Retribusi Usaha Pertambangan Bahan Galian Gol C 3. Retribusi Usaha Pertambangan Bahan Galian
4. Retribusiizin pemangfaatan dan pengambilan Air Tanah Gol C
5. Retribusi pelayanan izin Usaha Industri dan perdagangan 4. Retribusi izin pemangfaatan dan pengambilan
6. Retribusi Izin mendirikan bangunan Air Tanah
7. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah 5. Retribusi pelayanan izin Usaha Industri dan
8. Retribusiizin Usaha Jasa konstruksi perdagangan
9. Pendapatan Denda Retribusi 6. Retribusi Izin mendirikan bangunan
7. Retribusi izin Peruntukan penggunaan tanah
8. Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi
18. | Kecamatan Sumedang | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Selatan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
19. | Kecamatan Sumedang Utara 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi I1zin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
20. | Kecamatan Tanjungkerta 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sl

Pencatatan Sipil

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Pendapatan Denda Retribusi

BN

dan Pencatatan Sipil

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
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21. | Kecamatan Cimalaka 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi I1zin Gangguan 3. Retribusi lzin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
22. | Kecamatan Tanjungsari 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi I1zin Gangguan 3. Retribusi lzin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
23. | Kecamatan Rancakalong 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
24. | Kecamatan Jatinangor 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi lzin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5.

Pendapatan Denda Retribusi
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25.

Kecamatan Paseh

Retribusi Pelayanan Administrasi

Pencatatan Sipil

Kependudukan

dan

. Retribusi

Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
26. | Kecamatan Conggeang 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
27. | Kecamatan Tomo 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
28. | Kecamatan Buahdua 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan  dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5.

Pendapatan Denda Retribusi
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29. | Kecamatan Darmaraja 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
30. | Kecamatan Situraja 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
31. | Kecamatan Jatigede 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
32. | Kecamatan Wado 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
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33. | Kecamatan Ujungjaya 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi I1zin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
34. | Kecamatan Cimanggung 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
35. | Kecamatan Cibugel 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
36. | Kecamatan Tanjungmedar 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5.

Pendapatan Denda Retribusi
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37.

Kecamatan Pamulihan

. Retribusi

Pelayanan Administrasi

Pencatatan Sipil

Kependudukan dan

. Retribusi

Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi I1zin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
38. | Kecamatan Sukasari 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
39. | Kecamatan Cisitu 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
40. | Kecamatan Ganeas 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5.

Pendapatan Denda Retribusi
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41. | Kecamatan Jatinunggal 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
42. | Kecamatan Surian 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi Izin Gangguan 3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5. Pendapatan Denda Retribusi
43. | Kecamatan Cisarua 1. Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta | 1. Retribusi Pelayanan Administrasi
Catatan Sipil Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi I1zin Gangguan 3. Retribusi lzin Gangguan
4. Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan Tanah 4. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
5.

Pendapatan Denda Retribusi

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO




